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ABSTRACT

The capability of rural government officials  have an important role in the effectiveness of village financial management. This research’s objectives are to analyze the capability of rural government officials, to analyze the effectiveness of village financial management and to analyze the relationship between rural government officials' capability to the effectiveness of village financial management in two villages, Bringinwareng village and Guyangan village. The results show that there is a diversity of capabilities of rural government officials. Bringinwareng village (good financial management) has a good officials capability compared to Guyangan village (poor financial management) that has the capability of officials at a moderate level. The level of effectiveness of financial management of Bringinwareng village is better, because transparency, accountability, participation, and ratios of village financial effectiveness tend to be high. In contrast to Guyangan village which has moderate effectiveness due to low transparency, moderate accountability and participation, but has a high ratio of village financial effectiveness. Based on the results of research that has been tested statistically shows that there is a correlation between the capability of rural government officials with the effectiveness of village financial management, both in Bringinwareng village and Guyangan village.
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ABSTRAK

[bookmark: _GoBack]Kemampuan aparat pemerintah desa memiliki perananan penting dalam keefektifan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan aparat pemerintah desa, menganalisis keefektifan pengelolaan keuangan desa dan menganalisis hubungan kemampuan aparat pemerintah desa terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa di dua desa, yaitu Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan. Hasil penelitian menunjukkan ada keragaman kemampuan aparat pemerintah desa. Desa Bringinwareng (pengelolaan keuangan baik) memiliki kemampuan aparat yang baik dibandingkan Desa Guyangan (pengelolaan keuangan kurang baik) yang memiliki kemampuan aparat pada tingkat sedang. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Bringinwareng lebih baik, karena transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan rasio efektivitas keuangan desa cenderung tinggi. Berbeda dengan Desa Guyangan yang memiliki efektivitas sedang karena transparansi yang rendah, akuntabilitas dan partisipatif yang sedang, tetapi memiliki rasio efektivitas keuangan desa yang tinggi.  Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji secara statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan aparat pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa, baik di Desa Bringinwareng maupun di Desa Guyangan.

Kata kunci: aparat pemerintah desa, kemampuan, pengelolaan keuangan desa



PENDAHULUAN

Desa adalah tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara. Seringkali desa terbaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa. Pemberian kewenangan pada desa juga memiliki arti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan oleh desa secara mandiri, sehingga dibutuhkan sinergi antar pemerintah desa[footnoteRef:1] dalam pengelolannya.  [1:  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.] 


Selain itu melalui undang-undang desa ini pula digulirkan dana desa dengan jumlah yang berbeda dengan peraturan tahun-tahun sebelumnya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Bergulirnya dana desa ini memang menjadi modal besar bagi desa untuk mengoptimalkan potensi dan menyejahterakan masyarakat, tetapi juga tantangan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; (1) kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; (2) kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; (3) kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasanana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa

Kecamatan Winong merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pati yang terdiri dari 30 Desa yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah desa. Diantara 30 desa tersebut, dipilih 2 desa yang berbeda dalam pengelolaan keuangan desanya. Terdapat desa dengan kategori baik dan kurang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Desa dengan kategori baik adalah Desa Bringinwareng, sedangkan desa dengan kategori kurang baik adalah Desa Guyangan. Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga membutuhkan kemampuan yang memadai. Oleh karena itu, menjadi penting dalam mengkaji hubungan antara kemampuan aparat pemerintah desa dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa? ; (2) Bagaimana efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa? ; (3) Bagaimana hubungan kemampuan aparat pemerintah desa dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa?

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Menganalisis kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa; (2) Menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan desa; (3) Menganalisis hubungan antara kemampuan aparat pemerintah desa terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa.


PENDEKATAN TEORITIS

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur pembantu. Pemerintah desa sebagai suatu organisasi harus memperhatikan sumber daya manusia (SDM), karena SDM mempunyai peranan yang penting.  Kepala desa dan perangkat desa yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah desa yang membutuhkan kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan tujuan pemerintah desa. Kemampuan menurut Hersey dan Blanchard (1986) menyatakan bahwa kemampuan kerja merupakan sebuah kondisi pada seseorang agar dapat berdaya guna dan berhasil dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidangnya.

Berdasarkan definisi tersebut, kemampuan aparat pemerintah desa dalam pembangunan akan diukur menurut konsep Hersey dan Blanchard (1986). Terdapat 3 (tiga) kemampuan yang harus dimiliki aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:
1. Kemampuan teknis
Kemampuan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknis dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan pelatihan. Aparat pemerintah desa harus memiliki kemampuan teknis yang memadai, karena dalam konsep ini kemampuan teknis merupakan kemampuan yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh pekerja. 
2. Kemampuan sosial
Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif kepada orang-orang dan memberikan dukungan individu pada organisasi. Kemampuan sosial yang harus dimiliki oleh aparat pemerintah desa tidak hanya sebatas pada organisasi pemerintahannya namun juga kepada masyarakat.
3. Kemampuan konseptual
Kemampuan dalam memahami kompleksitas organisasi secara menyeluruh. Kemampuan ini juga didefinisikan sebagai kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi. Berdasarkan konsep ini, kemampuan konseptual merupakan kemampuan tertinggi yang biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa, namun tidak menutup kemungkinan desa dengan sumber daya  aparat yang baik memiliki aparatnya kemampuan konseptual yang baik. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan selalu berkaitan dengan beberapa penyelewengan dana, sehingga perlu untuk mengetahui realisasi dana atau keuangan dari suatu kegiatan atau program. Ukuran tersebut dapat diketahui melalui efektivitasnya pengelolannya. Efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan rasio efektivitas. Rasio efektivitas sebagaimana dalam penelitian Yuniarti (2015) digunakan untuk menggambarkan kemampuan aparat pemerintah desa melalui data APBDesa, yaitu kemampuan aparat pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kriteria rasio efektivitas didasarkan pada Kemendagri No. 690.900.327. Oleh karena itu, berdasarkan definisi yang telah diungkapkan sebelumnya, efektivitas pengelolaan keuangan desa adalah keuangan desa yang dikelola dengan hasil sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.


KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka penelitian ini menjelaskan menjelaskan dugaan penulis tentang hubungan kemampuan aparat pemerintah desa dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Besarnya dana yang digulirkan pemerintah dari APBN di era ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah desa untuk mengelolanya dengan baik. Pengelolaan tersebut dibutuhkan kesiapan serta kemampuan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu oleh Asrori (2014) telah diketahui kemampuan atau kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu  kemampuan pemerintah desa dalam manajemen keuangan desa.  Terdapat pula penelitian mengenai efektivitas APBDesa oleh Yuniarti (2015). Kemudian Harits (2004) menyatakan bahwa efektivitas organisasi bergantung kepada kemampuan pejabat struktural, sehingga  penulis mencoba menduga hubungan kemampuan aparat pemerintah desa dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa. 

Konsep Kemampuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemampuan menurut Hersey dan Blanchard (1986),   kemampuan kerja adalah keadaan yang ada pada diri pekerja yang secara sungguh-sungguh berdaya guna dan berhasil dalam bekerja sesuai bidang pekerjaannya yang  diukur dengan tiga indikator yaitu; (1) kemampuan teknis;  (2)  kemampuan sosial; (3) kemampuan konseptual.

Kemampuan aparat pemerintah desa selalu dikaitkan dengan baik, buruk dan atau efektif tidaknya suatu pengelolaan keuangan desa.  Pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan desa menggunakan asas-asas pengelolaan keuanan desa Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif. Kemudian efektivitas pengelolaan keuangan desa ini juga diukur dari rasio efektivitas Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. 

Kemampuan Aparat Pemerintah Desa: 
1. Kemampuan Teknis
· Penguasaan peralatan kerja 
· Penguasaan prosedur kerja
· Penguasaan dalam penanganan hambatan pekerjaan

2. Kemampuan Sosial
· Kerjasama 
· Pelayanan kepada masyarakat
· Empati

3. Kemampuan Konseptual
· Penguasaan analisis
· Penguasaan dalam mengkoordinasikan aktivitas sesuai kebutuhan


Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa:
1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Rasio efektivitas
Kemampuan Aparat Pemerintah Desa: 
4. Kemampuan Teknis
· Penguasaan peralatan kerja 
· Penguasaan prosedur kerja
· Penguasaan dalam penanganan hambatan pekerjaan

5. Kemampuan Sosial
· Kerjasama 
· Pelayanan kepada masyarakat
· Empati

6. Kemampuan Konseptual
· Penguasaan analisis
· Penguasaan dalam mengkoordinasikan aktivitas sesuai kebutuhan


Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa:
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Partisipatif
8. Rasio efektivitas
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Gambar 1  Kerangka pemikiran
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara kemampuan aparat pemerintah desa dengan  efektivitas pengelolaan keuangan desa.

PENDEKATAN LAPANG


Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan teknik purposive, yaitu pengambilan responden dari suatu populasi secara sengaja. Penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Juli 2017 di Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lokasi dipilih dengan kategori yang berbeda, yaitu desa dengan pengelolaan yang baik dan buruk. Desa tersebut adalah Desa Bringinwareng (baik) dan Desa Guyangan(buruk). Penilaian pengelolaan keuangan desa ini didapatkan dari Kecamatan Winong. 

Responden dalam penelitian ini adalah 30 orang dari Desa Bringinwareng dan 30 orang dari Desa Guyangan masyarakat yang menghadiri musrenbangdes karena dianggap lebih mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa. Pengolahan data dilakukan dengan aplikasi  Microsoft Excel 2010 dan IBM SPSS Statistics 16.0 for Windows. Analisis hubungan antarvariabel dilakukan dengan uji korelasi Rank Spearman. Uji korelasi ersebut untuk menganalisis hubungan kemampuan aparat pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa. 


HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan 

Secara geografis, Desa Bringinwareng lebih dekat dengan kabupaten sehingga dapat disebut desa dengan orientasi kota, sedangkan Desa Guyangan berada di ujung kecamatan yang merupakan kawasan hutan negara dengan daerah yang lebih tinggi dibanding desa lain. Hal ini menyebabkan Desa Guyangan berada jauh dari titik-titik pusat. Kondisi lain, yaitu demografis menunjukkan Desa Bringinwareng mempunyai jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Desa Guyangan. Jumlah penduduk Desa Guyangan yang cukup besar ini didukung dengan luasan desa yang lebih besar pula. 

Kondisi sosial ekonomi juga dipengaruhi dari lingkungan. Kecamatan Winong mempunyai potensi padi sawah sehingga seluruh desa yang ada di kecamatan inipun mempunyai sawah. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dikedua desa ini sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani pada sawah. 

Tabel  1  Data umur, tingkat pendidikan, dan lama menjabat aparat pemerintah Desa Bringinwareng
	No
	Jabatan
	Umur
(tahun)
	Tingkat pendidikan
	Lama menjabat
(tahun)

	1.
	Kepala desa
	47
	SMA
	3

	2. 
	Sekretaris desa
	44
	S1
	24

	3.
	Kaur admnistrasi dan umum
	31
	SMA
	0,5

	4.
	Staf kaur admnistrasi dan umum
	29
	S1
	0,5

	5.
	Kaur keuangan 
	38
	SMA
	7

	6.
	Staf kaur keuangan
	28
	SMA
	0,5

	7.
	Kasi Pemerintahan
	38
	SMA
	8

	8.
	Kasi Pembangunan
	50
	SMP
	30

	9.
	Kasi Kesejahteraan rakyat
	26
	SMA
	0,5

	10.
	Kepala dusun
	(tidak ada)




Tabel  2  Data umur, tingkat pendidikan, dan lama menjabat aparat pemerintah Desa Guyangan
	No
	Jabatan
	Umur
(tahun)
	Tingkat pendidikan
	Lama menjabat
(tahun)

	1.
	Kepala desa
	57
	SMP
	6

	2. 
	Sekretaris desa
	57
	SMA
	29

	3.
	Kaur admnistrasi dan umum
	36
	SMA
	0,17

	4.
	Staf kaur admnistrasi dan umum
	(tidak ada)

	5.
	Kaur keuangan 
	45
	SMP
	16

	6.
	Staf kaur keuangan
	33
	SMA
	0,17

	7.
	Kasi Pemerintahan
	58
	SMP
	29

	8.
	Kasi Pembangunan
	47
	SMA
	16

	9.
	Kasi Kesejahteraan rakyat
	48
	SMA
	17

	10.
	Kepala dusun
	42
	SMA
	14


Terdapat perbedaan antara aparat Desa Bringinwareng dengan Desa Guyangan dari segi umur dan pendidikan. Aparat  Desa Bringinwareng  cenderung  proporsional dalam umur, artinya terdapat aparat dengan usia muda  dari umur 26 hingga  tua, sedangkan  aparat Desa Guyangan cenderung  diatas 33 tahun. Begitu pula dalam hal latar  belakang pendidika aparat desa. Sebesar  22,3% aparat Desa Bringinwareng adalah seorang sarjana, hanya 11,2 % yang berpendidikan SMP dan sisanya berpendidikan SMA. Data ini ditemukan berbeda di  Desa Guyangan bahwa   sebesar 33,4% berpendidikan SMP. Jumlah tersebut tentu lebih besar dibanding Desa Bringinwareng. Latar belakang pendidikan ini dianggap sebagai salah satu yang mempengaruhi dalam mengelola desa.  Contohnya adalah dalam hal mengelola keuangan desa.

Terdapat penilaian dari kecamatan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Belum ada evaluasi secara struktural atau secara fungsional untuk menilai desa yang paling baik dalam pengelolaan keuangan desa, namun pihak dari kecamatan telah melakukan penilaian berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria pengelolaan keuangan desa yang baik tersebut dilihat dari ketertiban administrasi keuangan desa, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan RPJMDes, hasil inspektorat, peran serta tim PTPKD, dan peran serta masyarakat. Hasil peniliaian kecamatan ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa yang baik adalah Desa Bringinwareng, sedangkan pengelolaan keuangan desa yang buruk adalah Desa Guyangan. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini untuk membuktikan pengelolaan baik didukung dengan kemampuan yang baik atau sebaliknya.

Kemampuan Teknis Aparat Pemerintah Desa
Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa haruslah mempunyai kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu kemampuan yang harus dikuasai adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah kemampuan aparat pemerintah desa dalam menggunakaan pengetahuan, metode, teknis, dan peralatan yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan pelatihan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatannya. Kemampuan teknis dilihat dari penguasaan terhadap peralatan kerja, penguasaan prosedur kerja, dan penguasaan dalam menangani hambatan pekerjaannya. 

Desa Bringinwareng merupakan desa yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan desa yang baik berdasarkan data penilaian Kecamatan Winong, sedangkan Desa Guyangan mendapatkan penilaian yang buruk. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan hasil penelitian ini. 

Tabel  3  Jumlah dan persentase pendapat responden tentang  kemampuan teknis aparat pemerintah Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan
	Pendapat responden terhadap kemampuan teknis aparat pemerintah desa
	Responden 

	
	Desa Bringinwareng
	Desa Guyangan

	
	n
	%
	n
	%

	Buruk
	0
	0
	17
	56,7

	Sedang
	6
	20
	13
	43,3

	Baik
	24
	80
	0
	0

	Total
	30
	100
	30
	100



Tabel 3 ini menyajikan perbedaan kemampuan teknis yang dimiliki aparat pemerintah kedua desa. Sejumlah 24 repsonden Desa Bringinwareng atau sebesar 80% menilai bahwa kemampuan teknis aparat pemerintah Desa Bringinwareng baik, sedangkan hanya 6 responden lainnya atau 20% yang menilai sedang. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat pendamping desa yang ada di Kecamatan Winong. Sebagai seorang pendamping desa, telah mengetahui kemampuan aparat pemerintah desa dari 30 desa yang ada di Kecamatan Winong. Aparat pemerintah Desa Bringinwareng dinyatakan mempunyai kemampuan teknis yang paling baik diantara seluruh desa di Kecamatan Winong, karena kualifikasi SDM, kemampuan IT, dan penggalaman yang dimiliki.

Berbeda dengan Desa Bringinwareng, sejumlah 17 responden Desa Guyangan atau 56,7% menilai bahwa kemampuan teknis aparat pemerintah Desa Guyangan buruk sedangkan 13 responden lainnya atau 43,3% menilai sedang. Hal tersebut berarti kemampuan teknis aparat pemerintah Desa Guyangan cenderung buruk. Hasil ini sesuai dengan hasil data kuantitatif bahwa penguasaan peralatan kerja, penguasaan prosedur kerja dan penguasaan dalam penanganan hambatan pekerjaan aparat pemerintah Desa Guyangan juga pada kategori buruk. Aparat pemerintah Desa Guyangan yang dominan tidak muda lagi dengan kemampuan teknis yang terbatas juga tidak mampu lagi untuk belajar secara teknis, mengingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan kemampuan komputer sehingga penting untuk dikuasai aparat desa. 
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Kemampuan sosial adalah kemampuan aparat pemerintah desa untuk berinteraksi secara efektif  kepada sesama aparat pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Aparat pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tentunya lebih sering berinteraksi dengan masyarakat, sehingga harus mempunyai kemampuan sosial yang baik. Seorang aparat pemerintah desa juga harus mempunyai kemampuan sosial yang memadai untuk menjalin komunikasi dengan sesama aparat pemerintah desa baik dari satu desa maupun dengan desa yang lain. Kondisi kemampuan sosial yang memadai ini harus terpenuhi agar organisasi pemerintahan desa dapat mencapai visi misi yang diinginkan oleh desa. Kemampuan sosial aparat pemerintah desa dilihat dari pendapat responden terhadap kerjasama antarpemerintah desa, pelayanan kepada masyarakat dan empati aparat pemerintah desa.

Tabel  4  Jumlah dan persentase pendapat responden tentang kemampuan sosial aparat pemerintah Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan
	Pendapat responden tentang kemampuan sosial aparat pemerintah desa
	Responden 

	
	Desa Bringinwareng
	Desa Guyangan

	
	n
	%
	n
	%

	Buruk
	0
	0
	0
	0

	Sedang
	8
	26,7
	30
	100

	Baik 
	22
	73,3
	0
	0

	Total
	30
	100
	30
	100



Berdasarkan Tabel 4, pendapat responden Desa Bringinwareng terhadap kemampuan sosial aparat pemerintah Desa Bringinwareng cenderung baik. Hal tersebut terlihat pada tabel bahwa, sejumlah 22 responden atau 73,3% menilai bahwa kemampuan sosial aparat pemerintah Desa Bringinwareng baik, sedangkan 8 responden lainnya atau 26,7%  menilai sedang. Pendapat tentang kemampuan sosial aparat pemerintah Desa Bringinwareng yang cenderung baik ini karena kemampuan aparat pemeritah Bringinwareng dalam menjalin hubungan dengan sesama aparat dan masyarakat. Sesama aparat pemerintah desa menjalin hubungan kerjasama didalam maupun diluar jam kerja. Begitu pula dengan hubungan ke masyarakat. Masyarakat merasa baik atas segala bentuk pelayanan dari aparat pemerintah desa. 

Hasil penelitian kemampuan sosial aparat pemerintah Desa Guyangan berbeda dengan Desa Bringinwareng. Seluruh responden atau 100% menilai bahwa kemampuan sosial aparat pemerintah Desa Guyangan dalam kategori sedang. Temuan  di lapang menyatakan, kemampuan sosial dalam kerjasama antar aparat desa masyarakat cenderung kurang karena adanya permasalahan internal, sedangkan pada pelayanan kepada masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat merasa pelayanan sudah baik. Kemampuan sosial dalam berempati di antara aparat juga kurang dikarenakan adanya permasalahan internal tersebut. Hal ini mempunyai arti kemampuan sosial, aparat pemerintah Desa Bringinwareng mempunyai kemampuan sosial yang baik, sedangkan aparat pemerintah Desa Guyangan mempunyai kemampuan sosial yang sedang.
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Kemampuan konseptual adalah penguasaan aparat pemerintah desa dalam memahami kompleksitas pemerintahan desa. Kemampuan konseptual dilihat dari penguasaan analisis dan penguasaan dalam mengoordinasikan aktivitas sesuai kebutuhan. Kemampuan konseptual dalam sebuah organisasi biasanya dimiliki oleh seorang pemimpin, dalam sebuah desa pemimpin tersebut berarti kepala desa. Kepala desa dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara serta penanggung jawab dari program yang ada di desa yang dapat mengkoordinasikan seluruh program dengan baik. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebagai perangkat desa juga dapat mempunyai kemampuan konseptual yang baik. Kemampuan konseptual yang dimiliki perangkat desa berguna dalam menganalisis segala situasi bahkan mengoordinasikan segala aktivitas pemerintahan desa dengan baik, sehingga tidak bergantung pada pemimpin atau kepala desa. 

Tabel  5   Jumlah dan persentase pendapat responden tentang kemampuan konseptual aparat pemerintah Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan

	Pendapat responden tentang kemampuan konseptual aparat pemerintah desa
	Desa Bringinwareng
	Desa Guyangan

	
	n
	%
	n
	%

	Buruk
	0
	0
	19
	63,3

	Sedang
	7
	23,3
	11
	36,7

	Baik
	23
	76,7
	0
	0

	Total
	30
	100
	30
	100



Hasil penelitian kemampuan konseptual aparat pemerintah Desa Bringinwareng sama seperti pada hasil kemampuan teknis dan sosial yaitu dominan baik. Dapat dilihat bahwa sejumlah 23 responden atau 76,7% menilai kemampuan konseptual aparat pemerintah Desa Bringinwareng baik, sedangkan 7 lainnya atau 23,3%  sedang. Hasil yang baik dikarenakan kepala desa maupun perangkat desa dapat melakukan analisis dengan baik, namun memiliki kekurangan yaitu tidak semua perangkat desa mampu menilai hasil pekerjaan aparat lain. Hal tersebut berarti penguasaan analisis yang cukup baik, sedangkan penguasaan dalam mengoordinasikan aktivitas juga baik karena semua aparat desa dapat melakukan semua aktivitas tugas dan fungsinya tanpa perintah terlebih dahulu. 

Hasil pada Desa Bringinwareng tersebut berbeda dengan Desa Guyangan. Terlihat pada tabel 5, sejumlah 19 responden taau 63,3% menilai kemampuan konseptual aparat pemerintah Desa Guyangan buruk, sedangkan 11 responden lainnya atau 36,7% menyatakan sedang. Hal tersebut berarti kemampuan  konseptual aparat pemerintah Desa Guyangan berdasarkan pendapat responden cenderung buruk. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan analisis perangkat desa dan kurangnya pengoordinasian aktivitas yang baik diantara aparat pemerintah Desa Guyangan. Hampir dari semua tugas menyangkut seluruh program diambil alih oleh kepala desa tanpa mengikutsertakan perangkat desa sehingga koordinasi aktivitas diantara aparatnya kurang. 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Transparansi
Salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi adalah keterbukaan aparat pemerintah desa kepada masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan akses terhadap informasi keuangan desa. Pemerintah desa dalam melakukan transparansi pengelolaan keuangan desa berarti harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Tabel  6  Jumlah dan persentase pendapat responden terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa

	Pendapat responden tentang transparansi pengelolaan keuangan desa
	Responden

	
	Desa Bringinwareng
	Desa Guyangan

	
	n
	%
	n
	%

	Rendah
	0
	0
	17
	56,7

	Sedang
	1
	3,3
	11
	36,6

	Tinggi
	29
	96,7
	2
	6,7

	Total
	30
	100
	30
	100



Berdasarkan Tabel 6 tersebut  29 responden Desa Bringinwareng atau 96,7% menilai bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa tinggi, sedangkan hanya 1 responden atau 3,3% yang menyatakan pengelolaan keuangan desa di Desa Bringinwareng dalam kategori sedang. Berdasarkan penilaian masyarakat, masyarakat cenderung menilai aparat pemerintah Desa Bringinwareng saat ini sangat terbuka kepada masyarakat. Setiap anggaran yang masuk baik dari pemerintah maupun dari yang lain selalu di informasikan dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat. Selama kepemimpinan kepala desa saat ini (Mashudi) setiap tahun anggaran, pemerintah Desa Bringinwareng juga selalu menempelkan laporan pertanggungjawaban APBDesa di papan informasi desa. Papan informasi tersebut tersedia di depan balai desa dan dibeberapa pojok RW yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat merasa mudah jika ingin mengetahui keuangan desa.

Desa Guyangan cenderung memiliki penilaian yang rendah dalam hal transparansi keuangan desa. Sejumlah 17 responden atau 56,7% menyatakan transparansi pengelolaan keuangan Desa Guyangan rendah, sedangkan 11 responden atau 36,6% menyatakan sedang, dan hanya 2 responden atau 6,7% yang menyatakan tinggi. Transparansi yang kurang ini terlihat pada kosongnya papan informasi desa, sehingga masyarakat umum tidak tahu tentang keuangan desa, bahkan beberapa perangkatpun kurang mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa. 

Masyarakat juga menganggap bahwa dalam pengelolaan keuangan desa aparat pemerintah Desa Guyangan kurang transparan. Program-program dilaksanakan dan diketahui secara fisik, namun perincian anggaran yang digunakan pada setiap program tidak dipublikasikan dengan baik. Laporan pertanggungjawaban atau segala sesuatu mengenai keuangan desa tidak dipublikasikan dengan baik terlihat pada kosongnya papan informasi desa yang terletak di dalam kantor desa.
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Tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya tercermin dari akuntabilitas. Akuntabiitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perwujudan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah desa harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan  wewenangnya dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini dinilai dari adanya pelaporan pertanggungjawaban, akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut, penjelasan terhadap tindakan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, penjelasan penggunaan keuangan desa di musyawarah desa dan adanya pengawasan oleh pemerintah desa serta masyarakat.

Indikator akuntabilitas tersebut kemudian dinilai oleh masyarakat yang menjadi responden. Hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan keungan desa pada Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel  7  Jumlah dan persentase pendapat responden terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
	Pendapat responden tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
	Desa Bringinwareng
	Desa Guyangan

	
	n
	%
	n
	%

	Rendah
	0
	0
	12
	40

	Sedang
	3
	10
	18
	60

	Tinggi
	27
	90
	0
	0

	Total
	30
	100
	30
	100



Berdasarkan Tabel 7 tersebut, dapat dilihat bahwa pendapat responden terhadap akuntabilitas keuangan Desa Bringinwareng dominan tinggi. Sejumlah 27 responden atau 90% menyatakan tinggi, sedangkan hanya 3 responden atau 10% yang menyatakan sedang.  Aparat pemerintah Desa Bringinwareng dinilai sangat bertanggung jawab dalam menggunakan uang desa. Segala bentuk kegiatan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan menurut rancangan dan dilaksanakan bersama tim pelaksana keuangan desa yang dibentuk, sehingga terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam mengelola keuangan desa. Begitu pula dalam pelaksanaan juga dilakukan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. BPD sebagai wakil dari masyarakat meninjau langsung tindakan pelaksanakan yang menggunakan keuangan desa, begitu pula masyarakat turut mengawasi program-program yang ada disekitar mereka. Perihal laporan pertanggungjawaban, aparat pemerintah desa melaporkannya setiap akhir tahun anggaran dalam musrenbangdes yang dihadiri pula oleh masyarakat.

Hasil pada Desa Guyangan adalah sejumlah 18 responden atau 60% menyatakan akuntabilitas sedang, sedangkan 12 responden lainnya atau 40% menyatakan akuntabilitasnya rendah, sehingga akuntabilitas cenderung pada kategori sedang. Masyarakat cenderung menilai akuntabilitas dari pertanggungjawaban. Laporan dinilai baik dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran bersamaan dengan musrenbangdes, tetapi selain pada saat musrenbangdesa tidak ada yang bisa akses laporan pertanggungjawaban tersebut kecuali kepala desa dan bendahara desa. Sehingga perangkat apalagi masyarakat kurang akses dalam laporan pertanggungjawaban tersebut. Begitu pula dalam pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Sebuah tim pelaksana pengelolaan keuangan desa seperti yang tercantum pada undang-undang desa telah dibentuk, namun dalam pelaksanaannya tim tersebut tidak digunakan. Artinya dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun setiap program dilaksanakan dengan baik. Penggunaan keuangan desa juga disampaikan dalam musyawarah desa, namun pengawasan dalam penggunaan uang desa tersebut tidak banyak yang mengetahui.

Partisipatif
Pengelolaan keuangan desa membutuhkan kontribusi dari beberapa pihak, bukan hanya pemerintah desa tetapi juga lembaga-lembaga terkait dan juga masyarakat. Oleh karena itu dalam mengelola keuangan desa harus partisipatif, yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat bukan hanya target dari pembangunan yang menggunakan keuangan desa, tetapi juga sebagai pengelola keuangan desa itu sendiri. Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif ini dilihat dari proaktif pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa, dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Tabel  8  Jumlah dan persentase pendapat responden terhadap partisipasi masyarakat dalam  pengelolaan keuangan desa

	Pendapat responden tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa
	Responden

	
	Desa Bringinwareng
	Desa Guyangan

	
	n
	%
	n
	%

	Rendah
	0
	0
	11
	36,7

	Sedang
	1
	3,3
	15
	50

	Tinggi
	29
	96,7
	4
	13,3

	Total
	30
	100
	30
	100



Berdasarkan Tabel 8, 29 responden atau 96,7% menyatakan pengelolaan keuangan desa di Bringinwareng partisipatifnya tinggi, sedangkan hanya 1 responden saja atau 3,3% yang menyatakan sedang, artinya aparat pemerintah  Desa Bringinwareng dalam mengelola keuangan desa sudah partisipatif. Setiap pengadaan musyawarah, kepala desa melalui perangkatnya mengundang seluruh masyarakat untuk ikut hadir dan berpendapat dalam musyawarah. Undangan ke masyarakat biasanya disampaikan melalui pengumuman di RT atau RW. Musyawarah yang dilakukan di Desa Bringinwareng tidak hanya musrenbangdes, tetapi setiap ada hal baru atau permasalahan langsung dimusyawarahkan. 

Berdasarkan data dan temuan di lapang, masyarakat Desa Bringinwareng secara umum mengakui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, aparat pemerintah Desa Bringinwareng selalu berusaha mengikutsertakan masyarakat. Pengikutsertaan ini dalam berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan menyampaikan secara rinci segala bentuk program yang menggunakan uang desa. Berbeda dengan hasil data yang diperoleh di Desa Guyangan. Hanya 4 responden di Desa Guyangan atau 13,3% yang menyatakan partisipasi masyarakat tinggi, sedangkan 15 responden atau 50% menyatakan sedang, dan 11 responen lainnya atau 36,7 menyatakan rendah. Temuan di lapang menyatakan bahwa aparat pemerintah desa mengundang dari pihak masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah desa, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang berani mengusulkan program atau kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Terdapat dominasi pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan musrenbang. Masyarakat tidak sepenuhnya berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa, hanya menghadiri namun kurang dalam memberikan aspirasi pembangunan untuk desa.

Rasio Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilihat dari pencapaian tujuan atau target keuangan desa. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas ini diukur Kemendagri No. 690.900.327 yaitu menggunakan rasio efektivitas. Pengukuran tingkat efektivitas keuangan desa diketahui melalui rasio antara realisasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan target PADesa. Berdasarkan data sekunder berupa APBDesa tahun anggaran 2015 di Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan, maka hasil rasio efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel  9  Rasio efektivitas keuangan Desa Bringinwareng dan Desa Guyangan tahun 2015

	Desa
	Target PADesa
	Realisasi PADesa
	Rasio (%)

	1. Bringinwareng
	145.600.000
	145.600.000
	100

	2. Guyangan
	207.600.000
	207.600.000
	100



Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas tersebut maka aparat pemerintah Desa Bringinwareng termasuk dalam kategori sangat efektif. Pendapatan asli desa  yang cukup besar yang berasal dari tanah kas desa ini telah digunakan untuk pembangunan beberapa infrastruktur desa, yang kemudian sisanya digunakan untuk lapangan desa. Hal ini mempunyai arti bahwa aparat pemerintah Desa Bringinwareng dalam melaksanakan pembangunan atau pemerintahan desa pada tahun 2015 telah tersumbang cukup besar dari pendapatan asli desa, namun untuk tahun anggaran berikutnya akan bergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari kelompok transfer dan kelompok pendapatan lain.

Berdasarkan hasil pada rasio efektivitas diatas pula, maka dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pengelolaan keuangan Desa Guyangan 100 %, yang berarti sangat efektif. Pendapatan asli desa menurut aparat desa maupun masyarakat selalu diartikan dengan tanah kas desa yang merupakan bagian dari hasil usaha desa. Tanah kas desa milik Desa Guyangan ini pada tahun anggaran sampai tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya di sewakan kepada swasta. Tanah ini disewa pertahun perHa, dan biasanya disewa oleh perusahaan gula, sehingga tanah kas desa tersebut ditanami tebu. Tetapi tanah tersebut telah sebagian besar telah dijual dan digunakan untuk pembangunan gorong-gorong, sumbangan pembangunan masjid, pengkulitan TPQ dan beberapa pembangunan fisik lain. Kemudian sisa dari tanah kas desa yang dijual tersebut digunakan untuk menambah lapangan desa yang dianggap kurang luas. Berdasarkan hasil tersebut maka Desa Guyangan hingga tahun anggaran 2015 ini masih dapat mengandalkan tanah kas desa atau ‘bondo desa’ sebagai pendapatan asli desa, namun demikian pada tahun anggaran selanjutnya akan bergantung pada pendapatan transfer dan lain-lain. 
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Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab hipotesis uji dengan menguji hipotesis menggunakan uji korelasi rank spearman. Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu diduga terdapat hubungan antara kemampuan aparat pemerintah desa dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Uji korelasi akan dilakukan dengan tabulasi silang dan diuji menggunakan uji korelasi rank spearman untuk mengetahui kuatnya hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil uji rank spearman kemudian menunjukkan koefisien korelasi yang diinterpretasikan.

Tabel  10  Jumlah dan persentase pendapat responden tentang kemampuan aparat pemerintah Desa dengan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Bringinwareng

	Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Bringinwareng
	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

	
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Total

	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	Buruk
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sedang
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	2
	100

	Baik
	0
	0
	1
	3,6
	27
	96,4
	28
	100

	Total
	0
	0
	3
	10
	27
	90
	30
	100



Tabel 10 menunjukkan bahwa kemampuan aparat pemerintah desa dominan sedang memiliki efektivitas pengelolaan keuagan desayang sedang pula, hal tersebut  ditunjukkan dengan persentase 100%. Hasil dalam pemamparan sebelumnya, kemampuan aparat pemerintah Desa Bringinwareng cenderung tinggi sehingga efektivitas pengelolaan keuangan desanya tinggi pula dinyatakan responden dengan persentase 96,4%. Berdasarkan wawancara mendalam, baik dari masyarakat maupun aparat pemerintah desa setuju bahwa semua aparat pemerintah Desa Bringinwareng sebagai pengelola desa telah menguasai kemampuan teknis, sosial dan konseptual dengan baik. Ketiga kemampuan aparat pemerintah Desa Bringinwareng ini dianggap responden telah memadai dalam mengelola keuangan desa, sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang efektif. Masyarakat menilai bahwa pengelolaan keuangan yang efektif adalah menggunakan seluruh keuangan desa untuk kebutuhan masyarakat disertai dengan musyawarah dan keterbukaan dalam menggunakan. 

Setelah mengetahui hasil pada tabulasi silang kemampuan aparat pemerintah Desa Bringinwareng dengan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Bringinwareng seperti yang dijelaskan di atas, maka hipotesis dapat diuji. Berdasarkan hasil uji korelasi rank spearman, dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan aparat pemerintah Desa Bringinwareng memiliki hubungan sangat kuat dengan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Bringinwareng, yaitu 0,802** dengan nilai signifikansi 0,000 < ρ (0.01). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan aparat pemerintah Desa Bringinwareng dengan efektivitas pengelolaan keungan Desa Bringinwareng.

Tabel  11  Jumlah dan persentase pendapat responden terhadap kemampuan aparat pemerintah desa dengan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Guyangan

	Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Guyangan
	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

	
	Rendah
	Sedang
	Tinggi
	Total

	
	n
	%
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	Buruk
	12
	92,3
	0
	0
	1
	7,7
	13
	100

	Sedang
	0
	0
	16
	94,1
	1
	5,9
	17
	100

	Baik
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Total
	12
	40
	16
	53,3
	2
	6,7
	30
	100



Berdasarkan tabel 11, maka kemampuan aparat pemerintah Desa Guyangan cenderung sedang memiliki efektivitas pengelolaan keuangan desa yang sedang, yaitu sebesar 94,1%. Persentase yang cukup besar kedua yaitu 92,3% menunjukkan ba hwa kemampuan aparat pemerintah desa yang buruk memiliki efektivitas pengelolaan keuangan desa yang rendah pula. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tabulasi tersebut terdapat hubungan antara kemampuan aparat pemerintah Desa Guyangan dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa, mengingat pada subbab kemampuan dipaparkan bahwa kemampuan aparat pemerintah Desa Guyangan ada pada kategori sedang dan begitu pula dalam efektivitas pengelolaan keuangan desanya. 

Setelah mengetahui hasil pada tabulasi silang kemampuan aparat pemerintah Desa Guyangan dengan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Guyangan seperti yang dijelaskan di atas, maka hipotesis dapat diuji. Berdasarkan hasil uji korelasi rank spearman, dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan aparat pemerintah Desa Guyangan memiliki hubungan sangat kuat dengan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Guyangan, yaitu 0,825** dengan nilai signifikansi 0,000 < ρ (0.01). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan aparat pemerintah Desa Guyangan dengan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Guyangan.


SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa (1) Terdapat keragaman kemampuan aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Desa Bringinwareng (pengelolaan keuangan baik) memiliki kemampuan aparat desa yang lebih baik dibandingkan dengan Desa Guyangan (pengelolaan keuangan kurang baik), dengan demikian kapasitas aparat pemerintah Desa Bringinwareng dalam pengelolaan keuangan desa lebih baik dibanding Desa Guyangan. 

(2) Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa lebih baik Desa Bringinwareng daripada Desa Guyangan. Efektivitas pengelolaan keuangan desa Desa Bringinwareng yang tinggi karena transparansi akuntabilitas, partisipatif, dan rasio efektivitas keuangan desa cenderung tinggi. Berbeda dengan Desa Guyangan memiliki efektivitas yang sedang karena transparansi yang rendah, akuntabilitas dan partisipatif yang sedang, tetapi memiliki rasio efektivitas keuangan desa yang tinggi. 

(3) Terdapat korelasi yang sangat kuat antara kemampuan aparat pemerintah desa dengan efektivitas pengelolaan keuangan desa, baik di Desa Bringinwareng maupun Desa Guyangan. 

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat dua saran yang penulis ajukan sebagai bahan masukan untuk berbagai pihak:
1. Bagi pemerintah Desa :
a. Desa Bringinwareng (baik) masih perlu pelatihan mengingat perkembangan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa
b. Desa Guyangan (kurang baik) yang memiliki kemampuan teknis pada tingkat sedang maka diperlukan  pelatihan peningkatan kapasitas di bidang teknis untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa. Dibutuhkan pula transparansi pengelolaan keuangan desa yang tinggi dengan  melakukan publikasi berbagai tahap pengelolaan keuangan desa di papan pengumuman desa. 
2. Bagi akademisi masih memerlukan penelitian lebih lanjut yang dalam untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan aparat pemerintah desa dan faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa.
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